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KABUPATEN KENDAL, o e
mbaca  : Surat penuohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur

Pendidikan Non Formal Sdr. Widi Astuti, $.”d nomor : 017/P.LO/2/11 tanggal
19 Januari 2011.

‘ L It

mimbang  © 2. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Penyelenggara- el

an Kelompok Bermain / PAUD jalur Perdidikan Non Formal di Kabupaten i'
Kendal maka perlu diberil:an izin penyeler zgaraan pendid’kan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainana maksud terse.bt.lt huruf a di
atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Kendal tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok

Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal,
ngingat 3 2 UPdaﬂg-—Undang Nomor 13 Tahun 195( tentang Pembentukan Daerah-dc crah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah scbagaimana telih
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tent: 1g Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-1 'ndang Nomor |3
Tahun 1950 ientang Pembentukan D aerah-daerah Kabupaten lulam
Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor ¢ 2,
Tambahan Lembaran Negara Rej ublik Indonesia Nomor 2757 A

2. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendic kan Nasional

(Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repub'ik Indonesia Ncmor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Per: turan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun wn4
Non.or 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teitang Pem:-intahan Daersh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliin 2004 Nomor 125 dan
Tambahan Lembaran Nega:a Republi' Indonesia Nomor 4437) sebagain:ana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 "ahun 2005 tentang Fenetapan
Peraturan Pemerintai Penggarti Undang-Unding Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Urdang Nomor 32 Tahkun 2004 temang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Renwblik

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon:=ia
Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan M\Mulai
berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pcmbentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerch Istimewa Yogyakarta;



lemperhatikan :

Ienetapkan
ESATU

gt T
+ Peraturan Peni intah Nomor 37 Tahun 199

. Peraturan Pemerintsh Noraor 38 Tshun 20°  niang “aabagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Peme: a Dac ah Provinsi dan

.'_'__, Wt .. _-‘ ._-!t'f:’ 'u}rn#‘i&' :
merintah Nomor 73 tahun 1991

egara A

Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran I

1992 Nomor 69, T : \
3485); ambahun Lembaran Neg

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar: legara Republik Indon=sia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara =publik Indonesia
Nomor 4737); ;

i
4
c

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang C ‘nisasi Perang'at

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw )07 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior s

11.Peraturan Pemerintah Nemor 7 Tahun 2008 tentang ™ sentiuui den Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesic 1 2008 Nomior 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo )

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundzagan

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Jenis dan

Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah;

~ 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusar:

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Diithan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lemb: ran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomoi 20 Tahun 2007 tentang Susunan,

Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daeral di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Noinnor 20 Seri D No. 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomeor 18).

Hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan izin penyelenggaraan Kelompok
Bermain / PAUD jalur pendidikan Non Formal tanggal 25 Februari 201°

MEMUTUSKAN :

© Memberikar izin penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan

Non Formal kepada :

Nama lembaga : “MISI AZIZAH ”
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Jalur Pendidikan : PAUD Non Formal

Tahap ¥ %



menggunaker, istilah-istilah yang dipergunakan o

* Apabila pemegang ijin sebagaimara diktum KESATU melanggar ketentuan
sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini, maka s

penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD jalur Pendidikan Non Formal iaiss

dapat dicabutdandinyalakan tidak beclaku lagi. 1]

KEEMPAT : Izin penyelenggaraan tersebut ¢ ch Bidang Pemuda, Olahraga dau PNF
Dinas Pendidikan Pemuds dan Ol~ raga Kabupater Kendal berlaku terhitung
niulai tangga! 28 Februari 2011 sampui dengan 28 Februari 2012.

KELIMA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali »ila ada kekeliruan daiam keputusan ini.

Ditetapkan: di : Kenda!
Pada ranggal : 28 Febr 1a-i 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEM (UDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KENDAL ,

Cap td

TEGUH DWIDYANTO

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Kenda' ;

2. Camat Boja ;

3. Kepala UPTD Dikpora Kec. Boja ;
4. Pertinggal.




PENIEWM-I KABUPATEN KEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 38
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id 4

KEPUTUSAN e
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 /4% -4/ Dispendik

TENTANG ‘r
1ZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (1
KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan jenaate
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal,

diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain

s

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam.
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan D:
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebe
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah Undang-Undang
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kz s
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik I
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 2757); '

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran B
Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Lembaran Negara Nomor 4389); | 3

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, T
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 4437), sebag;
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Ind
2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 das
Pembentukan daerah-dacrah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan |
Istimewa Yogyakarta; el

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079); '

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 téntang Stan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Ta b
Negara Nomor 4496); :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 P
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Lembaran Negara Nomor 4737);



2. Bupati Kendal; o
3. Camat Boja:

9. Peraturan Presiden Nomor | Tahun 20
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53:::
Produk Hukum Daerah: 2

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor B
Pemerintahan Wajib  dan Urusan Pemerin
Kewenangan Pemerintah  Dacrah Kabupaten K
Kabupaten Kendal Talhun 2007 Nomor |4 Seri E
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

<. Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 37 Ta

Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Dacrah di Ki
Dacrah Kabupaten Kendal ‘Tahun 2011 Nomor
Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 81);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcebudayaan Ri
Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidi
MEMUTUSKAN
Menetapkan : ]
KESATU Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kelompol
Nama KB : MISI AZIZAH

Berdiri pada  : 1 Juli 2003

Penyelenggara : Masyarakat

Alamat : Desa . Salamsari
Kecamatan : Boja
Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dikium KESATU Keputusan:
l. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Perat

2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala k

Kecamatan setempat:

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KES
sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Kep

peringatan secara lesan dan tertulis. apabila masih
Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan..

Ditetapkan di
Pada

..

usan ini dis
Pendidikan P

,i_ . KE
epala Dinas

dilIPDalnan Kepadd
Y rovinsi Jawa Tengah;

la UPTD Pendidikan Kecamatan Boja;

epala Desa Salamsari Kecamatan Boja: _
la KB Misi Azizah Desa Salamsari Kec. Boja:



